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ABSTRAK :o-

CATATAN Do

Bahwa untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan/atau dalam
rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian
nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang.
Serta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komite
Penangangan Corona Virus Disease (COVID-19), maka perlu
menerapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang
Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat Serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Dalam Rangka

Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini adalah
UU Nomor 5 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2008, UU Nomor 2
Tahun 2020, PP Nomor 57 Tahun 2010, PP Nomor 17 Tahun 2013,
Keppres Nomor 75 Tahun 1999, Keppres Nomor 12 Tahun 2020, Perpres
Nomor 82 Tahun 2020, Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2012, Peraturan
KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019,
Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun
2020.

Dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini mengatur
tentang Kriteria dan Bentuk Relaksasi Penegakan Hukum, Penerapan

Relaksasi Penegakan Hukum.

PerKPPU Nomor 4 Tahun 2012, PerKPPU Nomor 1 Tahun 2019, PerKPPU
Nomor 3 Tahun 2019, PerKPPU Nomor 4 Tahun 2019, PerKPPU Nomor 1
Tahun 2020 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.

PerKPPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 November 2020.



